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Penelitian ini dilatar belakangi oleh Permasalahan kasus HIV AIDS di
Tulungagung meningkat dengan sangat pesat. Dalam hal ini salah satu cara
pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut dengan
mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di
Kabupaten Tulungagung. Tetapi dengan adanya kebijakan peraturan daerah
tersebut angka penderita HIV AIDS di Tulungagung masih mengalami
peningkatan. Maka dari itu peneliti mengkaji apakah ada faktor lain yang
menyebabkan naik turunya angka penderita HIV AIDS di Kabupaten
Tulungagung.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Derah
Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pencengahan Dan Penanggulangan
HIV AIDS 2) Bagaimana implementasi Peraturan Derah Tulungagung Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Pencengahan Dan Penanggulangan HIV AIDS dalam
perspektif figih siyasah?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian empiris yaitu penelitian disertai data-data lapangan. Teknik
pengumpulan data penelitian melalui penyebaran kuesioner, dokumentasi dan
observasi. Adapun teknik analisis data menggunakan penyajian data dan menarik
kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pasal 24 tentang program
rehabilitasi mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat rumah singgah
bagi penderita HIV AIDS dalam upaya rehabilitasi sesuai peraturan Bupati. Tetapi
realitanya pemerintah hanya memberikan fasilitas pengobatan dan penyembuhan
bagi penderita HIV AIDS di rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung yang fasilitasnya
belum lengkap, sebagian besar sistem pengobatanya di bawah standar dan belum
terdapat rumah singgah khusus bagi penderita HIV AIDS. Oleh karena itu,
rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan membangun pusat rehabilitasi
atau rumah singgah HIV/AIDS khusus bagi penderita HIV AIDS di Kabupaten
Tulungagung mengingat angka penularan HIV/AIDS sangat tinggi. 2) Melihat
dari realita yang terjadi dilapangan, pemerintah belum menjalankan kebijakan
yang dibuat dengan baik, terbukti dari pasal 24 tentang rehabilitasi. Dalam Figih
Siyasah Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan
yang mana tugas pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan kesembuhan
dan pelayanan yang baik bagi pederita HIV AIDS. Seluruh aturan dan kebijakan
yang terlahir dari figh siyasah harus berorientasi pada hukum hukum yang telah

Xviii



ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya. Di dalam Islam, para pemimpin atau khalifah
harus amanah artinya bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari
Allah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Setiap orang Islam
sepatutnya mampu melakukan penerapan yang sesuai dengan yang dibuat.
Beragam peraturan hukum yang berlaku masih memiliki kekurangan seiring
dengan perkembangan di dalam masyarakat.
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This research was motivated by the problem of HIV AIDS cases in
Tulungagung increasing very rapidly. In this case, one way for the government to
prevent and overcome this problem is by issuing a policy through Tulungagung
Regency Regional Regulation Number 04 of 2021 concerning Prevention and
Management of HIV/AIDS in Tulungagung Regency. However, with the
existence of this regional regulatory policy, the number of HIV AIDS sufferers in
Tulungagung is still increasing. Therefore, researchers examined whether there
were other factors that caused the rise and fall of the number of HIV AIDS
sufferers in Tulungagung Regency.

The focus of this research is: 1) How is the implementation of Regional
Regulation Number 4 of 2021 concerning the Prevention and Management of HIV
AIDS? 2) How is the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2021
concerning the Prevention and Management of HIV AIDS from the Siyasah Figh
Perspective?

This research method uses a qualitative approach with empirical research,
namely research accompanied by field data. Research data collection techniques
include distributing questionnaires, documentation and observation. The data
analysis technique uses data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that: 1) Article 24 concerning the
rehabilitation program regulates that the Regional Government can create a
halfway house for HIV AIDS sufferers in rehabilitation efforts in accordance with
Regent regulations. But in reality the government only provides treatment and
healing facilities for HIV AIDS sufferers at Dr. Iskak Tulungagung has
incomplete facilities, most of the treatment systems are below standard and there
is no special shelter for HIV AIDS sufferers. Therefore, the recommendation that
can be given is to build a rehabilitation center or HIV/AIDS shelter specifically
for HIV/AIDS sufferers in Tulungagung Regency considering that the HIV/AIDS
transmission rate is very high. 2) Looking at the reality on the ground, the
government has not implemented the policies it has made well. This is proven
from article 24 concerning rehabilitation. In Siyasah Figh, the leader's policy
towards the people must be benefit-oriented where the task of the government or
leader is to guarantee healing and good service for HIV AIDS sufferers. All rules
and policies born from figh siyasa must be oriented towards the legal laws that
have been established by Allah and His Messenger. In Islam, A leader or caliph
must be trustworthy, meaning that the tasks they carry out are the responsibility of
Allah and must be accounted for in the afterlife. Every Muslim should be able to
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carry out implementation in accordance with what was created. Various legal
regulations in force still have shortcomings in line with developments in society.
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